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A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena
kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan
pembang anusia, tanpakesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup

laya Jara ekonomi dan pjalani pen yang baik. Maka dari itu

kesehatan menjadi suatu faktor standarisasi sejahteranya sosial masyarakat.*

Menurut Undang-Undang Nomor 36 a

1di an bahwa;
“Kese \ adalah suatu
spiritua \ pun sosial yang in Zi

secara so 1 ekon 7 .-

hun 2009_tentang Kesehatan pasal

ecara fisik, mental,
tuk hldup produktif

Selanjutnya da

4 juga dlnyatakan o
“Setiap orang m \ KAR AWANG&]&H kesehatan

yang optimal.”*
Dalam dunia kesehatafigperanam, rumah sakit sangatlah penting untuk
menunjang pelayanan kesehatan “bagi asye pelayanan_ athya

merupakan suatu usaha untuk membantu menyie esyiatl yang
diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan yang diharapkan.
Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu rumah sakit, tenaga

medis, tenaga kesehatan dan pasien. Rumah Sakit sebagai organisasi badan

! Sudjana, Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam
Perspektif Tanggung Jawab Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Kartha
Bhayangkara, Vol. 15, No. 2, Desember 2021, him 198
2 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3 Pasal 4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1



hukum pada ranah kesehatan, mempunyai peranan sangat penting dalam
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.* Rumah sakit adalah
organisasi penyelenggara pelayanan publik, mempunyai tanggung jawab publik
atas setiap pelayanan jasa kesehatan yang diselenggarakannya.

Tanggung jawab publik rumah sakit yaitu mengadakan pelayanan

kesehatan yang berkualitas tinggi dan terjangkau berlandaskan prinsip keamanan,

komprehensi

inasi, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi
ma akat sebagai penerima layanan kes , Serta bagi penyedia layanan

keSehatan. Tujuannya adalah untuk mencapai fihgkat kesehatan yang optimal dan

me atkan kesejahteraan rahan yang-seti .
ah sakit adalah yanan penuh
kepada idu dalam bent A at jalan, dan rawat

”
darurat. Merekamenyediaka : ayana og g perawatan untuk

Se“f(WRRWﬁ NG =

rumah sakit adalah®pe an kebutuhan dan tuntutan pasien yang

memastikan kebt

mengharapkan penyelesaian lal ghatannya pada rumah sakit. Kemugdian
ditegaskan didalam Pasal 4 Undang=Undang Ne 44 Tahun_2009FTentang
Rumah Sakit mengenai tugas dan fungsi ru sakit
mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna,

didalam penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Pelayanan

kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan

4 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung, CV Keni Media, 2012, him
75

% Soerjono Dan Herkunto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja Karya, Bandung, 1987,,him. 131
6 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit



oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah
dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan.

Tidak selamanya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat
memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Dalam layanan
tersebut kerap terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesahan, yang

menimbulkan malapetaka bagi pasien; seperti cacat, lumpuh atau bahkan

menig gald i f:
Rumah sakit merupakan badanhukupa;sleh karena itu, maka rumah sakit

dapat\ digugat apabial dianggap merugikan pien secara perdata, pasien dapat
...
d

me an gugatan untuk=mem
diti Ikan, dalam Kitab ang-Und
a perbuatan melawan ada

dimaksud d

< : Q1K ! pesstratan yang melawan
hukum yang dilakukamheleh $&g€o ﬂﬂlWoANGbadan hukum,

yang karena kesalahanfya, itt®faenimbulkan kerugian bagi orang lain.’

ugian yang

ikenal yang

atakan, bahwa yang

Mengenai kasus yangeberkartampdengan judul penulis, yakni Tanggung
Jawab Rumah Sakit didalam membe¥ikan, pelaye esehatan, disimi*penulis
mengkaji putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Tng alam..p ani“tersebut,
Penggugat adalah seorang Ibu bernama Juliana Dharmadi, yang berasal dari
Tangerang Selatan, sebagai pengampu anak kembarnya, yang masing-masing
bernama Jared Christophel, dan Jayden Christophel pada saat kejadian masih

dalam usia bayi, melawan; Tergugat I, dr. Ferdy Limawal (Dokter spesialis

7 Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Anak); Tergugat I, Rumah Sakit Omni Alam Sutera yang berkedudukan lokasi
badan hukumnya di Tangerang Selatan; serta Turut Tergugat, dr. Antonius Herry
Soedibyo (Dokter spesialis Kandungan).

Kronologi singkat, Pada tanggal 26 Mei 2008, Jared Christophel dan
Jayden Christophel yang kemudian akan disebut “pasien”, lahir dalam keadaan

premature di Rumah Sakit Omni Alam Sutra, persalinan dilakukan oleh dr.

Antop 1S Herry S ibyo
ntuk perawatan, pasien ditangani o;\\di_. Ferdy Limawal sebagai tenaga

do spesialis anak di Rumah Sakit Omni / lam Sutera, pada tanggal 6 Juli

2008, dr. Ferdy Limawal &hgijinkaR-pasien_Hntk u rdy Limawal
juga beri rujukan, bah\//'v“u s pat ngan dengan
adanya \ pada mata, kar be ' a, pemeriksaan akan

dilakukan pada“tanggal 0 0G § ma) minggu

kepada Dokter Spesia atmﬂiA\WﬂJNﬁh Sakit Omni
Alam Sutra, yakni dr. i Hersetyati.

Akan tetapi, pada hariipeme an, dr. Rini Hersetyati sedang berada di
luar negeri, yang mengakibatkan terhalamg, untt akukan prakiik dian
Rumah Sakit Omni Alam Sutra, sebagai pengamg anan_kesehatan, tidak
menyediakan Dokter pengganti. akhirnya dr. Ferdy Limawal, berdasarkan
Standar Pelayanan Medis kesehatan Anak Tahun 2004, menjadwalkan untuk

mata pasien diperikasa pada tanggal 07 Juli 2008, saat usia pasien 6 (enam)

minggu.



Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2008 Penggugat melakukan
pemeriksaan mata terhadap kedua bayinya kepada dr. Rini Hersetyati, di Klinik
Mata Nusantara Jakarta Barat, sesua rujukan dari dr. Ferdy Limawal, dr. Rini
Hersetyati sendiri juga bekerja di Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Setelah
dilakukan pemeriksaan dinyatakan bahwa, Jared Christophel mengalami kebutaan
yang disebabkan oleh beberapa syaraf matanya lepas dari retina dan kerusakan
pada a.te elah memasuki~stadium 4/ (mata Kiri stadium 4 dan mata Kiri
stag 5/cacat permanen), sedangka Bayikn Chrsitopel mengalami mata

sil

er 2,5 yang disebabkan oleh Retinophaty gf Prematurity (ROP).8

ndang-Undang Ru RaR-SakiE-Pasal-4, [menyeb rumah sakit

me ugas memberika lay ~ na, termasuk

e

didalal njaga standar
Sebe sudah ade IN-V/a nemba entang pertanggung

"a'aK”NRAWﬁNG g

penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian

ang baik.

jawaban rumah
menjaga keaslian da
sebelumnya, yaitu:
1. Perlindungan Hukum Terhadap&Rasien B mah_Sakit Um Dagrah
Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Ofe ersitas
Sumatera Utara, Tahun 2021.
Memberikan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa Dokter, pasien

dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait dalam bidang

pemeliharaan kesehatan. Ketiganya membentuk baik hubungan medik

8 Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2018/PN.Tng, him 2-70



maupun hubungan hukum. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut
berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan,
hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan
hukumnya. Terjadi sengketa medik antara pasien dan dokter, penyelesaiaan
yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau penyelesaian sengketa
yaitu dilakukan mediasi langsung di rumah sakit, dapat dilakukan melalui dua

ja mclan jalur nonshukum. Terdapat perbedaan antara penelitian
g akan penulis lakukan denga pejZdiatas yaitu, penelitian diatas

)embahas perbuatan melawan hukum ya

r/ diperbuat oleh tenaga kesehatan,

ta pertanggungjawa it sdcars fm—Sedangkan penulis,
C secara khusus U ng dilakukan
\ t atas pasal 4 ) ahun 2009 Tentang
Ruma emu pclitian Ciatas_gga nan Sakit Umum
Daerah HajitAbd KA\RgAw ANijek penelitian

penulis adalah pengadilan Tangerang dengan Nomor

172/Pdt.G/2018/PN.Tng.
2. Perlindungan Hukum Terha® Paste l a__JasaaPelayahan

Kesehatan Pada Rumah Sakit Perkebunar inik) Ritinjau Dari
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Oleh Citra
Ariningtiyas, Universitas Jember, Tahun 2011.

Memberikan hasil penelitian sebagai berikut, Adanya persetujuan

tindakan medik tersebut merupakan suatu bukti adanya perjanjian terapeutik

® Paty Sasmita, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang Kisaran, Universitas Sumatera Utara, 2021, him iv



antara pasien dengan tenaga medik, dimana pada rumah sakit Perkebunan
(Jember Klinik) sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Surat
persetujuan tindakan kedokteran yang merupakan suatu bentuk perlindungan
hukum terhadap hak-hak pasien. Adanya surat persetujuan tindakan medik
merupakan kewajiban dokter untuk memberikan informasi dan pilihan kepada
pasien m imtindakan medik yang akan dilakukan, sedangkan pasien

ak untuk menyetujui ataupun eniftﬁakan apa yang akan dilakukan

eh tenaga medis terhadap diri pasie

Bentuk perlindumgam hukum

wanpre alam perjalijTa DEUHIK ng

HARAWANG >~

ukum lain berupa pengajuan permohonan

adap hak-hak pa5|e Garis bess an ganti rugi

a tenaga medis at akukan tidak

sest gan yang tel aian apabila terjadi

mengajuka 0a
dapat menempu o

pemeriksaan kepada Ma D . Tenaga Kesehatan (MDTK). Terdapat

perbedaan antara penelitian yang dengan elitian

D pe
diatas yaitu, objek penelitian diatas adalah RumahiSakit.perkebun ember
Klinik), sedangkan objek penelitian penulis adalah Putusan Nomor :
172/Pdt.G/2018/PN.Tng, kemudian penelitian diatas adalah menggunakan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai

pembanding, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

10" Citra Ariningtiyas, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan



Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng).

B. ldentifikasi Masalah

Dz ila ng, yang telak iuraikf oleh penulis diatas, dapat diambil
po pokok permasalahan, sebagai berikut:

Sakit Terkait Perbuatan Melawan

Bagaimana Pertanggungjawaban Rumaf)

ukum Dalam Mem anah | Keseh kan Dengan

dang-Undang No t?

\

galimana Pertim Hakipe dla Putusan Nomor:

. -'%
C. Tujuan Pendlitia KARAWANG

Umumnya, penglitiandini dapat memberikan wawasan kepada seluruh

2.

172

masyarakat, serta pihak-pihakiiterka hususnya pasien yang dirugikan yang
disebabkan kelalaian rumah sakit.
Secara khusus, tujuan penelitian ini adalar

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dihubungkan

Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Kesehatan Pada Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Universitas Jember, 2011, him 96



2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor:
172/Pdt.G/2018/Pn.Tng.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, meliputi dari mulai
manfaat teoritis, serta manfaat praktis, yakni;
1. Manfaat Teoritis
: Okitis, penelitian_ini in memberikan wawasan kepada
iSyarakat, mengenai tanggung 'awﬁfgih sakit didalam memberikan

elayanan kesehatan serta tanggungjay (bbnya jika terbukti melakukan

buatan melawan huU pasien, dal /ﬁdang hukum
2. \\ at Praktis I

terkait, mengena anggWAvR A‘WANG memberikan

pelayanan kesehatamie ap pasien, terutama penulis.

E. Kerangka Pemikiran
Untuk menunjang analisa pentliSpdidala aksana elitran, Jada
beberapa teori hukum yang berkaitan dengan fenc m.yangedika)i yang
meliputi Grand theory, kemudian Middle theory, serta Applied theory, yakni;
1. Grand theory
Dalam penelitian ini, digunakan teori Tanggung Jawab Hukum yang
mencakup konsep liability (pertanggungjawaban hukum) dan responsibility

(pertanggungjawaban politik). Tanggung jawab, dalam kamus hukum, dapat
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diartikan sebagai liability dan responsibility. Istilah liability merujuk pada
pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang
dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, istilah responsibility menunjuk
pada pertanggungjawaban politik.'t

Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna

tanggung jawab yang berasal dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

e minisdiartikan dalam arti Jiability,*> Ini adalah konsep yang

ait dengan kewajiban hukum™seseo

ang bertanggung jawab secara

kum atas perbuatan tertentu dan dapat dikenakan sanksi jika

buatannya melangga um. =

ddle theory P
alam penelitian rb Melawan Hukum.

MenurGgasu [alTTe e mefupaka an prinsip hukum

mmwwnwfw

dapat menetapkanstanggung, jawab atas kerugian yang muncul dari interaksi

yang bertuju

sosial dan memberikan gantihrugrkepada korban melalui gugatan yang sesuai.

Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Unde m_Perdatag(KUHPer)
mendefinisikan perbuatan melawan hukU ' yang
bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang, dan karena

perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam

1 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006, him. 337
12 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja
Grafindo Perss, Jakarta, 2011, him. 54
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mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, terdapat empat unsur yang
harus terpenuhi, yaitu:

a. Adanya perbuatan melawan hukum.

b. Adanya kesalahan.

c. Adanya kerugian.

d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan

erugian.

Teori Perbuatan Melawan ini  menjadi dasar untuk

Menurut

SHARAWANG - "

tertentu yang dipakai agai  patokan.’* Levey Loomba mendefinisikan
pelayanan kesehatan sebagai, usa ang dilakukan oleh sebuah organisasi,
baik secara mandiri maupun bekefjasama, Untukimenjaga dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhka lihkan
kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.** Karena
itulah, standar pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai ukuran dalam

usaha memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah serta

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia
14 Azwar, Asrul, Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta,
1994, him 44
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menyembuhkan penyakit, serta memberikan pemulihan kepada individu,
kelompok, atau masyarakat.

Pemerintah telah mengatur dari muali tahap perencanaan, kemudian
pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, serta pengawasan mutu tenaga
kesehatan didalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.* Kemudian

didalam peratuan Mentri Kesehatan diatur mengenai Standar Pelayana

i_merupgkan ketentuan mengenai Jenis dan

tu Pelayanan Dasar yang merupak san Pemerintahan Wajib yang

rhak diperoleh setiap Warga Negara secgfa minimal.¢

Dalam Undang-U 14 _Tahun Sakit, dapat
suatu definisi, b memberikan

kesehatan b layanan  kesehatan

sebagaimana tercantum didalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa;

“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian
yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. "%’

Maka dari itu, rumahsakit memiliki peran strategis didalam tatanan social dan
bermasyarakat.

15 pasal 21, Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan

16 pasal 1 ayat (2), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan

7 pasal 46, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
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F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi
pendekatan dengan metode studi kepustakaan yang memiliki sifat yuridis-
normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersifat

hukum.

SbesifikasiRenelitian
Spesifikasi penelitian yang diguﬁ adalah deskriptif-analitis, yaitu

ndang-undangan yang berlaku

engan  menggambarkan peraturan p

aitkan dengan teori- an-prakiek- p ukum positif

berkaitan dengan
elitian penelitian  yang
dilakuk REveRag Jalan nelifia enulis  berusaha
menguraikan; ke kKAR]A(WWAN Gmgkan dengan
peraturan perunda
3. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang d
a. Perumusan judul
b. Membuat Rumusan masalah
c. Penyusunan kerangka pemikiran
d. Pemilihan metode penelitian

e. Pengumpulan data

f. Analisa data yang telah dihimpun
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g. Penyusunan hasil-hasil penelitian

h. Perumusan kesimpulan

i. Penyusunan kritik dan saran

4. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui

pendekatan terhadap asas-asas hukum yang ada, serta mengacu pada norma

)‘I

ekunder.

anya;

huk

1)

2)
3)
4)

5)

Bahan hukum

ada,,_didala eraturj: perundang-undangan dengan
ggunakan jenis data dari bahan pu yang lazimnya dinamakan data

—_— d=

enelitian ini

ahan hukum pri as, Mme a-norma dasar, serta

w
WG HKARAWAN

Undamng-Yndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Undang-Undang N© 44 T3 % Rumiah Sakit
Undang-Undang Nomor 36 Taht g ang atan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan
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6) Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2018/PN.Tng
b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan
informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta
implementasinya. Terdiri dari laporan penelitian, artikel ilmiah, data
dari Internet, buku, skripsi, tesis dan disertasi.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum atau data yang

pun p:ﬁ':elasan terhadap sumber hukum
der. Bahan hukum tersier yang

terhadap

menggunakan me

Lokasi Penelitian
Adapun lokasi didalam meny

1. Perpustakaan UBP Karawang

2. Perpustakaan Unsika

3. Direktorat Putusan Mahkamah Agung

4.



